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Adanya permasalahan terkait mutasi pembayaran premi BPJS Kesehatan oleh PT Freeport Indonesia kepada
para karyawannya, menyebabkan terjadinya penonaktifan sepihak terhadap polis asuransi BPJS K esehatan
di mana seharusnya karyawan tersebut bisa mendapat manfaat atas polis asuransinya dan karena adanya
kasus penonaktifan tersebut para karyawan PT Freeport Indonesia tidak dapat mengklaim polisnya, sehingga
tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan bahkan hingga kehilangan nyawa. Skripsi ini membahas mengenai
bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung BPJS K esehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan
secara sepihak oleh pihak BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang
berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini
menjabarkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis BPJS K esehatan yang polis
asuransinya dinonaktifkan secara sepihak ditinjau dari sudut pandang UU Ketenagakerjaan, UU Sistem
Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Otoritas Jasa K euangan
di manahasil dari tinjauan tersebut BPJS K esehatan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
dikarenakan mutasi pembayaran premi yang tidak sesuai dengan UU K etenagakerjaan, serta penonaktifan
polis secara sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan pada UU SISN, UU BPJS, dan POJK Perlindungan
Konsumen. PMH yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dapat dijadikan dasar utama tertanggung/peserta
BPJS Kesehatan mencari keadilan atas dasar kerugian yang diterima dengan cara Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) ataupun upaya litigasi di mana pihak BPJS K esehatan harus bertanggungjawab dengan cara
membuat unit pelayanan pengaduan sertaikut melakukan mediasi pada saat dilakukannya non-litigasi,
dan/atau harus bertanggungjawab sesuai dengan apa yang diputus oleh pengadilan apabila sengketa
diselesaikan melalui upayallitigasi.

...... The existence of problems related to the mutation of BPJS Kesehatan premium payments by PT Freeport
Indonesiato its employees, causing unilateral deactivation of the BPJS Kesehatan insurance policy where
the employee should be able to benefit from the insurance policy and because of the deactivation case the
employees of PT Freeport Indonesia cannot claim the policy, so they cannot get health services and even
lose their lives. Thisthesis discusses the form of legal protection for the insured BPJS K esehatan whose
insurance policy is unilaterally deactivated by the BPJS K esehatan. The research method used is juridical-
normative research by analyzing laws and regulations. The results of this study describe the legal protection
of BPJS Kesehatan policyholders whose insurance policies are unilaterally deactivated from the perspective
of the Labor Law, the National Social Security System Law, the Social Security Organizing Agency Law,
and the Financia Services Authority Regulation where the results of the review are that BPJS Kesehatan is
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proven to have committed Unlawful Acts due to premium payment mutations that are not in accordance
with the Labor Law, aswell as unilateral policy deactivation that is not in accordance with the provisionsin
the Social Security Law, the BPJS Law, and the POJK Consumer Protection. Unlawful Acts committed by
BPJS Kesehatan can be used as the main basis for the insured/BPJS K esehatan participants to seek justice on
the basis of the losses received by means of Alternative Dispute Resolution or litigation efforts where BPJS
Kesehatan must be responsible by creating a complaint service unit and participating in mediation when
non-litigation is carried out, and/or must be responsible in accordance with what is decided by the court if
the dispute is resolved through litigation efforts.



